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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi perjanjain pinjaman
pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Surya Sekawan Martapura Kabupaten banjar. Penelitian
ini mengunakan metode hukum empiris, yang mana penelitian ini membahas mengenai
pemberlakuan atau implementasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini
menggunakan studi kepustakaan serta wawancara. Adapun data yang diperoleh pada
penelitian ini dianalisis dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini dapat di simpulkan bahwa: Pertama,
limplementasi perjanjian pinjaman pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Surya Sekawan
Martapura Kabupaten Banjar. Dalam pengimplementasian perjanjian yang dilakukan antar
pihak sangat mudah. Kedua, Penerapan perlindungan terhadap pihak apakah salah satu
melakukan wanprestasi pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Surya Sekawan Martapura
Kabupaten Banjar diatur dalam KUHPerdata Pasal 1754, Pasal 1313, Pasal 1320
KUHPerdata dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XI11/2009.
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